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DEM| KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAJA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang meneriksa dan mengadili
per kara tert entu pada tin gkat pertama dal am

persidangan Hakim Majelis telah

menj atuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini

dalam perkara cerai talak antara:

Pemadhon, umur 24 tahun, agama |slam, pekerjaan CPNS (Guru SD
Negeri di Kecamatan Sirapit), alamat Desa Kampung Amal

Kecamatan Kuala  Kabupaten Langkat dalam  hal ini
diwakil i Advokat pada Kantor Advokat di Kecamatan
Selesai Kabupaten Langkat , berdas arkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 10 Agust us 2010

selanjut nya di sebut " Penphon”.
Lawan

Ter nohon, umur 20 tahun, agama | slam, pekerjaan | bu
Rumah Tangga, alamat di

Kabupaten Langkat sela njut nya
disebut " Termohon”. Pengadilan Agama
terse but;

Telah membaca ber kas perkara
Pemohon; Telah mendengar
ket erangan Pemohon;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi- saksi
Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengaj ukan permohonan secara tertulis
dengan permohonannya tanggal 2 September 2010 yang dit erima
dan didaftar di Kepanite raan  Pengadilan Agama Stabat,
register Nomor: /Pdt.G/2010/PA.Stb., pada tanggal 2
September 2010 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya
sebagai berik ut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah
meni kah pada tanggal 23
Januari 2010 yang dikel uarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama
Kabup aten Langkat.
2. Bahwa dalam menjala nkan baht era rumah tangga Pemohon
dan Termohon awal nya berjalan harmonis dan telah
dikaruniai anak satu orang putri berumur + 3 bulan ting gal

bersama Termohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.giid 13 hal Putusan No. /Pdt.G/2010/ PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
pUtusaHSmahgﬁ%a%g%grg'gg'&gah tangga dengan Ternophon Pemohon

baru diangkat nenjadi Guru Sekol ah Dasar di Kecanmatan

Serapit Kabupaten Langkat yang baru penempatan beberapa
bul an yang lalu dan jauh dari tempat ti nggal Pemohon dan
Ter mohon.

4. Bahwa selama berumah tangga + 7 bulan [|amanya bol eh
dik at akan rumah tangga Pemohon dan Ter mohon masih
seumur jagung kehidupan rumah tangga Pemohon sel alu
saja berpindah pindah dari rumah nertua ke rumah nenek
di Lau Kersik dan kemudian nengontrak di Kampung Anal

Kecamat an Kuala Kabupaten Langkat.

5 Bahwa selama berumah tangga antara Penmphon dan
Ter mohon sering terjadi pertengkaran secara terus
nmenerus awal nya saja + 2 bul an kehidupan runmeh tangga
Pemohon dan Ter mohon damai  sel ebihnya runah tangga
sel alu di hi asi dengan pertengkaran — pertengkaran yang
berawal dari si kap Termohon selaku isteri tidak bisa
mengurus Pemohon sebagai suami dan tid ak bisa nengurus
rumah tangga sehingga seti ap pulang dari bekerj a
Pemohonl ah  yang nengurus dan nmembersihkan rumah hal
inil ah yang nembuat Pemohon  sel alu menasehat i dan
member it ahu Ter mohon tetapi nmalah sebalik nya Ternophon
marah - marah tid ak senang |alu nemaki - neki Pemohon dan
Ter mohon minta diceraik an ol eh Pemohon.

6. Bahwa hal ini kerap kali terjadi antara Pemohon dan
Ter mohon bahwa atas per buatan Ter mohon tersebut Pemohon

mengaduk an hal ini kepada ibu Ter nohon (mer tua
Pemohon) t api j awaban yang did apat Penphon
mal ah nengecewakan bukan nenasehati Ter mohon

seperti nya lbu Ter mohon tid ak senang kepada Pemohon dan
nmengat akan “begitulah nmemang sifatn ya, saya saja nggak
sanggup nenasehatin ya, kalau kau nggak sanggup lag,i sudah
bersih kan dia!!”.

7. Bahwa atas tanggapan dari orang tua Termohon yang
nengecewakan Pemohon, maka akhirnya Pemohon nmembawa
mengadukan keadaan rumah tangga Pemohon dan Ter mohon
kepada Kepala Dusun set empat sebab  Kepala Dusun
masih keluarga Pemohon Pemohon tidak mau nengadukan
persoalan rumah tangganya kepada orang tuanya sebab
Pemohon malu kepada orang tua Pemohon, karena perkawinan
Pemohon dan Ter mohon adal ah kenmauan Pemohon sendiri.

8. Bahwa atas pengaduan Pemohon kepada Dusun nenasehati
dan nenyarankan kepada Pemohon agar Pemohon membawa
pind ah Ter mohon dan kelu ar ganya untuk mengont r ak
rumah nmana tau di  rumah sendiri nanti tingkah [|aku
Ter mohon ber ubah, mau nmemper hatik an kel uarga dan nengurus
rumah tangga dengan baik tapi ini jauh dari harapan
Pemohon Ter mohon tid ak ada nenunjukk an per ubahannya akan
tetapi sebalik nya Termohon malah |ebih suka nenyuruh
nyuruh ini itu apabila tidak ditu ruti
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pUtusa”-mPeJF}(é’:m%ﬂag H(Qgegacéﬁa n  Ter mohon per gi neni nggalk an

Pemohon dari rumah kedi aman nereka dan kembali  kerumah

orang tuanya di Desa Dalan Naman Kecanatan Kuala dengan
nembawa seluruh barang barang dan peral atan rumah tangga.

9. Bahwa sejak saat Ternmohon pergi neninggal kan rumah
kont rakan nereka di Kampung Anal Kuala sampai saat ini
Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan tempat
ting gal sejak tanggal 23 Juli 2010 sampai per mohonan ini
did af t ar kan.

10. Bahwa kesabaran Penphon selaku suami telah habis,
nerasa Termohon tidak |agi nenghormati,menghargai patut
dan wajar serta beralasan hukum Pemohon nengajuk an

per mohonan tal ak ke Pengadil an Agama St abat.

11. Bahwa anak Pemohon dan Ter mohon masih di bawah umur dan
masih balita namun demi kepenting an dan tanggung jawab
Pemohon selaku ayah nmaka sudah selayaknya Pemohon
member i naf kah  bel anja terhadap anak Pemohon dan
Ter mohon seti ap bul annya sebesar Rp. 500.000,- (lima
ratus ribu rupiah).

12. Bahwa oleh karena perkawinan yang telah berlangsung
antara Pemohon dan Termohon tid ak dapat dip ert ahankan
lagi ol eh Pemohon permohonan talak yang diajukan oleh
Pemohon ini wajar dan patut serta beralasan nenurut
hukum ki ranya per kawinan antara Pemohon dan Ter mohon
di nyat akan putus dengan segal a akibat hukumnya.

13. Bahwa aki bat putusnya suatu per kawinan Pemohon nenyadari
adanya suatu kewajiban yang harus dil aksanakan dan
mengingat kemampuan Pemohon dalam hal ini hanya dapat
diberikan atau dit etapkan Mut’ah kepada Ter mohon sebesar
Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang iddah
sebesar Rp.1.00.000,- (satu juta rupiah), apabila perkara
a quo telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van

gewijsd e).

14. Bahwa untuk segeranya talak ini dil aksanakan, mohon
kiranya putusan perkara ini dapat dij al ankan secara
serta ner ta (Uit voer baar bij voorraad ) wal aupun

ada per | awanan, bandi ng, kasasi.

15. Bahwa Pemohon juga nenyadari akan adanya suatu biaya
yang harus dik eluarkan guna memproses per mohonan t al ak
ini oleh karena itu terhadap biaya perkara dibebankan

menur ut ket entuan hukum yang ber | aku untuk itu.

Bahwa ber dasar kan urai an - urai an t er sebut di at as,
mohon  kiranya Ketua Pengadil an Agama Stabat cq nmjelis
Hakim yang nmeneriksa dan nengadili perkara a quo berkenan
memanggil para pihak vyang berperkara pada suatu hari
per sid angan yang dit entukan untuk itu seraya nemutuskan
amar nya sebagai berikut;

1. Mengabulk an  per mohonan tal ak
untuk seluruhnya.
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pUtusan2ma%%p§dﬂ§tg%g1bgrQ'iqzin kepada Pemohon (Penphon) untuk

nengucapkan tal ak satu

raj 'i terhadap Ter mohon (Ter mohon).
3. Menyat akan dan atau menetapkan bel anja anak Pemohon dan
Ter mohon yang ber umur
+ 3 bul an tingg al bersama Ter mohon ti ap bul annya sebesar
Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
4. Menyat akan dan atau nenetapkan pemberian nut’ah kepada
Ter mohon sebesar Rp.
500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang iddah sebesar
Rp. 1.000.0 00,- (satu juta rupiah). Apabila perkara a quo
tel ah ber kekuat an hukum tetap (inkracht van gewijsd e).

5. Membebankan biaya perkara nenurut ketentuan
yang ber | aku untuk itu.

Dan atau “Jika Pengadil an ber pendapat |ain, mohon putusan

yang seadil - adil nya (et aquo et bono).
Untuk peneriks aan per kar a ini Maj elis Hakim tel ah
menmanggil

Pemohon/Kuasanya dan Ter mohon secara resmi dan patut
untuk hadir di persidangan;

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon didampingi kuasa

hukumya dan
Ter mohon in person hadir di
per sid angan ;

Oleh karena Pemohon adal ah Calon Pegawai Negeri Sipil
(Guru SD Negeri di Kabupaten Langkat) maka sesuai ketentuan
Peraturan Penerint ah Nomor 10 Tahun 1983 tentang |zin
Per kawinan dan Perceraian bagi Pegawai Neger i Sipil,
Peraturan Penerint ah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerint ah Nomor 10 Tahun
1983, Surat Edar an BAKN. Nomor 48 Tahun 1990
tent ang Petunjuk Pel aksanakan Peraturan Penerint ah Nomor
45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Penerint ah
Nomor 10 Tahun 1983 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI.
Nomor 5 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pel aksanaan Peraturan
Perrer i ntah Nomor 10 Tahun 1983 Pemohon har us
terlebih dahulu memper ol eh surat izin perceraian dari

at asant empat
/inst ansi Pemohon ber tug as;

Pemohon yang masi h ber st atus Calon Pegawai
Neger i Sipil ( Gur u SD di  Kabupaten Langkat)
ternyata tid ak memper ol eh izin untuk mel akuk an

perceraian dari atasan Pemohon dan Pemohon telah nembuat
surat pernyataan yang nenyatakan bahwa Pemohon bersedia
menanggung resiko, karena tidak tidak ada surat izin
perc eraian dari atasan Pemohon tersebut, mmka peneriksaan

per kara dapat dil anjutk an;

Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI tent ang
Medi asi antara Pemohon dengan Ter mohon t er hal ang
dil aksanakan karena Ter mohon tid ak hadir di persidangan;
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pUtusan'mah\ka?glli%hagﬁwrg'gpeiqh berusaha nenasehati Pemohon  agar

ber damai  dengan

Ter mohon, akan tetapi tid ak ber hasil;

Oleh karena nenasehati Pemohon agar berdanai dengan
Ter mohon tid ak ber hasil, maka perer iks aan per kar a
dil anjutk an dengan nembacakan per mohonan Pemohon, yang
dalil -dalil nya tetap dipertahankan ol eh Pemohon;

Pemohon nenyat akan bahwa tentang bel anja anak Pemohon
dan Ter mbhon yang bernama Aula Sartika  Binti Rika Putra
Abdi anta Sembiring yang berumur + 3 bul an ting gal ber sama
Ter mohon seti ap bul annya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus
ribu rupiah), telah Pemohon sel esaik an secara kekelu ar gaan;
Pemohon nenyat akan tentang pemberian mut’ ah kepada Ter mohon
sebesar Rp.
500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang iddah sebesar
Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), telah Pemohon sel esaik an
secara kekeluar gaan;
Ter mohon tid ak nengaj ukan j awaban karena Termohon tid ak hadir di
per sid angan;
Oleh karena Ter mohon tid ak mengajuk an j awaban, maka
peneriks aan perkara dil anjutk an ke tahap penbukti an dari

Pemohon;

Untuk memper t ahankan dalil -dalil per mohonan

Pemohon, Pemohon tel ah mengajuk an bukti

sur at ber upa f otoko py Kutipan Akta Nikah
Nonor :18/18 /1/2010  tanggal 25 Januar i 2010 yang
dik eluarkan ol eh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei
Bing ei

Kabupat en Langkat dan tel ah dibubuhi nmet er ai
secukupnya, selanjutnya oleh Hakim Ketua Mjelis diberi

tanda P.1 dan nenandatangani nya dengan tinta hitam di sudut

kanan at as;
Ter hadap bukti tertulis Pemohon tersebut di at as,
tid ak dapat dikonfirmasik an kepada Ter mohon karena

Ter mohon tid ak hadir di persidangan;

Sel ain  mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas
Pemohon juga nengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama
saksi | dan saksi 11, kedua saksi nana telah nmemberikan
ket erangan di bawah sunpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. saksi |

Bahwa hubungan Pemohon dengan Ter mohon adal ah suami ist eri;
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pUtusan'ma%ﬁmaha&agg'g%ﬂohon menik ah dengan Ter nohon

set ahun yang lalu

karena Pemohon keponakan saksi dan dari pernik ahan
Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak

pere mpuan;

Bahwa sepenget ahuan saksi Pemohon dengan Ter mohon tid ak
ting gal serunah | agi sudah 6 bul an yang | alu, Ter mohon
yang pergi dari tempat kedi aman ber sama dan pul ang ke
rumah orang tua Ter mohon;

Bahwa Pemohon dengan Ter mohon tid ak ti nggal
serumah |agi karena antara

Pemohon dengan Ter nohon terjadi

per t engkaran mulut;

Bahwa saksi pernah nelihat pertengkaran mulut antara
Pemohon dengan Ter mohon dis ebabkan Termohon tid ak
nmengurus rumah tangga, dalam pertengkaran tersebut
Ter mohon nmenmaki Pemohon dan Ter mohon

nengat akan kepada Pemohon “cerai kan saja aku”;

Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamai kan

Pemohon dengan Ter mohon, tetapi tidak berhasil karena

Pemohon dan Termohon sudah sama - sama ingin

ber pis ah;

Bahwa tid ak ada lagi yang akan

dis ampaik an saksi;

Ket erangan  saksi Pemohon ter sebut di atas telah
dikonfirmasik an kepada Pemohon, Pemohon nenyatakan tid ak
keberatan dan nenbenar kannya, sedangkan kepada Ter mohon
tid ak dapat dikonfirnesi kan karena Termohon tid ak hadir di

per sid angan;

2. saksi Il
Bahwa hubungan Pemohon dengan Ter mohon
adal ah suami ist eri; Bahwa Pemohon nenik ah
dengan Ter mohon set ahun yang | alu;

Bahwa sepenget ahuan saksi Pemohon dengan Ter mohon tid ak

ting gal serumah | agi sejak 6 bul an yang |alu;

Bahwa setahu saksi penyebab Pemohon dengan Ter mohon
tid ak serumah |agi karena antara Pemohon dan Ter mohon
telah terjadi pertengkaran mulut, disebabkan Ter mohon
tid ak nmengurus rumah tangga dan Ter mohon minta agar
Ter nohon dan Pemohon nengontrak rumah;

Bahwa wal aupun Perohon tel ah mengont r ak r umah
sesuai dengan permint aan

Ter mohon, namun ant ar a Pemohon dengan
Ter mohon masih tetap terjadi pertengkaran, karena

Ter mohon tetap tid ak nengurus rumah tangga;
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putusan.ma%@ma@@g&gg.g&ﬁg Ter mohon yang |ebih dahulu

per gi nmeni nggalk an

tempat kedi aman ber sama, pul ang ke rumah orang tuanya;

Bahwa Kepala Dusun dan pihak keluarga telah berusaha

nmendanaik an Pemohon dengan  Ter mohon, t et api tid ak

ber hasil kare na Pemohon dan Ter mohon tid ak
ber sedia | agi berdanai dan ber satu;

Bahwa tidak ada lagi yang akan

dis ampaik an saksi | agi;

Ket erangan saksi Pemohon tersebut di atas telah
dikonfirmasik an kepada Pemohon, Pemohon nenyatakan tid ak
keberatan dan nenbenar kannya, sedangkan kepada Ter mohon
tid ak dapat dikonfirmasi kan karena Termohon tid ak hadir di
per sid angan;

Ter mohon tid ak nengajuk an pembukti an kar ena
Ter mohon tid ak hadir di per sid angan;

Oleh karena Termohon tid ak nengajukan pembukti an, maka
peneriksaan perkara dil anjutk an ke tahap kesimpulan dari
Pemohon;

Pemohon telah nenyanpaikan kesimpul annya secara lis an
di persidangan pada tanggal 9 Maret 2011 yang pada pokoknya
nmenyat akan tetap pada per nbhonan Pemohon dan nemohon putus an
dengan nengabul kan per mohonan Pemohon;

Ter mohon tid ak nenyanpaik an kesimpul annya karena tid ak

hadir di persi dangan;

Untuk  memper si ngkat uraian putusan ini, cukupl ah
Maj elis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara
ini yang nerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

putus an ini;
TENTANG PERTI MBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tuju an
per mohonan Pemohon adal ah sebagaimana yang tel ah diuraik an
dal am bagi an duduk perKkara;

Menimbang, bahwa untuk peneriksaan perkara ini Mjelis
Hakim tel ah memanggil Pemohon dan Ter mohon untuk hadir di
per sid angan sebagaimana yang dimaksud ol eh Pasal 55 Undang
Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan
Perrerint ah Nomor 9 Tahun 1975, panggil an kepada Ter nohon
telah disampaik an secara resmi dan patut sebagaimana yang
dimaksud  Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4)
Peraturan Penerint ah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 150 RBg;

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Ter mohon

hadir secara in person;

Menimbang, bahwa  Pemohon sebagai Pegawai Neger i
Sipil tid ak  nemperol eh surat izin untuk mel akukan
perceraian dari atasan Pemohon dan Pemohon telah
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akibat tid ak adanya surat izin atasan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Peraturan Penerint ah
Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan
Penerint ah Nomor 10 Tahun 1983, Surat Edaran BAKN. Nomor 48
Tahun 1990 dan  Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 5
Tahun 1984 tentang Petunjuk Pel aksanaan Peraturan
Penerint ah  Nomor 10 Tahun 1983 adal ah nerupakan syarat
admini st rasi izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa secara faktual, Pemohon adalah Calon
Pegawai Neger i Sipil

( Guru SD di Kabupaten Langkat ) yang terikat dengan
Per aturan Pererintah Nomor. 10

Tahun 1983 jo Peraturan Permer int ah Nomor .45 Tahun
1990 tentang persyaratan adminit rasi pengajuan per mohonan
Cerai Talak dan dipersidangan Penmphon nenyatakan telah
ber usaha untuk memper ol eh surat izin perceraian dar i
atasan  Pemohon, namun sampai saat ini Pemohon  tid ak
memper ol eh surat izin nmelakukan perceraian dari atasan
Pemohon tersebut sehingga Pemohon membuat surat pernyataan
yang nenyat akan bahwa Pemohon bersedia nenanggung resiko
akibat ti dak ada surat izin perceraian dari atasan Pemohon
t er sebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah nembuat
surat pernyataan bersedi a menanggung resiko akibat tidak ada
surat izin perceraian dari atasan Penphon, maka tid ak
menj adi  hal angan bagi Majelis Hakim untuk  nel anjutk an
proses peneriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada sidang per danai an Ter mohon tid ak
hadir, naka sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2)
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008
Tentang Prosedur Mediasi di Pengadil an, Maj elis  Hakim
ber pendapat nedi asi ter hal ang untuk dil aksanakan;

Menimbang, bahwa Maj elis Hakim tel ah ber upaya
nenasehati Pemohon agar berdamai dan nengurungkan niatnya
untuk bercerai dengan Ter mohon, sebagaimana yang dimaksud
Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang Undang
Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradil an, akan tetapi
tid ak ber hasil;

Menimbang, bahwa yang nenjadi masalah pokok dalam

perkara ini adal ah, Pemohon mohon diberi izin untuk
menj atuhkan talak satu raj’i ter hadap Ter mohon, dengan
al asan telah terjadi perselisih an dan pertengkaran terus

menerus dan tid ak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah

tangga;
Menimbang, bahwa tentang bel anja anak Pemohon dan Ter mohon yang
ber umur

+ 3 bul an ti nggal bersama Ter mohon seti ap bul annya sebesar

Rp. 500. 000, - (lima ratus ribu rupiah), telah Penphon
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Pemohon  kepada

Ter mohon sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang
idd ah sebesar Rp.
1.000.000,- (satu juta rupiah), telah Pemohon

sel esaik an secara kekeluargaan, oleh karenanya Mjelis

Haki m tid ak memper timbangkannya | agi dan dik esampingkan;

Menimbang, bahwa Maj elis Hakim telah nenberi
kesenpat an kepada Ter mohon untuk nenjawab dalil - dalil
per mohonan  Penphon, t et api Termohon tid ak  hadir di

per sid angan;

Menimbang, bahwa untuk nembuktik an dalil - dalil
per mohonannya, Pemohon nengajuk an bukti surat dan 2 (dua)
orang saksi, ter hadap bukti mana Mjelis Hakim akan

nmemper timb angkannya | ebih | anjut;

Menimbang, bahwa meski tid ak ada yang
keberatan terhadap keabsahan per kawinan
Pemohon  dengan  Ter mohon, akan tetapi karena  fungsi

akta nikah adal ah Probationis causa sebagaimana di atur
dal am Pasal 7 ayat (1) Kompil asi Hukum Isl am yang
nenyat akan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktik an dengan
akta nik ah, meka Majelis Hakim ber pendapat akta nikah tetap
di perluk an sebagai al at bukti dal am perkara ini;

Menimbang, bahwa Penmphon nengajuk an bukti tertulis
ber upa fotokopy Kutipan Akta Nik ah (P.1) at as nama
Pemohon dan Ter mohon yang tel ah dibubuhi nmeterai
secukupnya, yang nenerangkan bahwa antara Pemohon dengan
Ter mohon adal ah suami ist eri dan belum pernah bercerai,
maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah
menenuhi syarat formil dan materil al at bukti surat,

kare nanya akan dipertimbangkan | ebih | anjut;

Menimbang bahwa ber dasarkan alat bukti P.1 yang telah
menmenuhi  syarat formil dan materil alat bukti surat vyang
menerangkan antara Pemohon dengan Ter mohon adalah suami
ist eri  dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim
ber pendapat sepanj ang hubungan hukum ant ar a Pemohon

dengan Ter mohon, Pemohon tel ah mampu
membuktik an dalil per mohonannya, oleh karenaitu
Maj el is Hakim akan memper timb angkan

per mohonan izin cerai yang di ajuk an Pemohon;

Menimbang, bahwa karena alasan per mohonan Pemohon
adal ah pertengkaran terus nenerus, sebagaimana yang
tercantum dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Penerint ah
Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Konpil asi Hukum
I'sl am, maka sesuai mmksud Pasal 76 ayat (1) Undang Undang
Nomor 7 Tahun 1989, Maj elis Hakim
ber pendapat al at bukti yang mencapai bat as minimal
pembukti an dalam perkara ini adalah saksi yang

berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan
Ter mohon;
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mengaju kan al at bukti 2 (dua) orang saksi yang ber nama saksi

| dan saksi II;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang pertama ber nama
saksi | , saksi tersebut telah menerangkan pernah nelih at
pertengkaran mulut antara Pemohon dengan Ter mohon karena
Ter mohon tidak mau nmengurus rumah tangga dan jika
ber t engkar Termohon nmemaki Pemohon dan Ter mohon minta
diceraikan, walaupun telah ada upaya dari pihak keluarga
Pemohon dan Ter mohon untuk nendanaik an Pemohon dengan
Ter mohon, tetapi tidak ber hasil nenyat ukan kembali
Pemohon dan  Ter mohon, ket erangan saksi mana did asar kan
at as penget ahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang kedua bernama
saksi Il, saksi tersebut telah nenerangkan pernah nelih at
dan nendengar pertengkaran mulut antara Pemohon dengan
Ter mohon  karena Ter mohon tid ak mau mengurus rumah tangga
dan pemohon telah nenenuhi keingi nan Ter mohon agar tingg al
di  rumah kontrakan, namun Termohon tetap tidak nerubah
sik apnya dan jika Termohon bertengkar dengan Penphon,
Ter mohon selalu minta cerai dan saksi lihat antara
Pemochon dengan Ter mohon telah pisah rumah sejak 6 bul an
yang lalu dan sampai saat ini tidak

per nah bersatu kembali walaupun telah ada upaya dari pihak
keluarga untuk nendameik an Pemohon dengan Ter mohon, tetapi
tid ak  ber hasil, keterangan saksi mana did asar kan atas

penget ahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah nengajukan 2 (dua)
orang saksi ber nama saksi | dan saksi Il, kedua saksi
mana merupakan kel uarga Pemohon, nasing-masi ng saksi
adal ah cakap bertind ak, tid ak terhal ang nmenjadi saksi, telah
menber i kan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah
, maka Maj elis Hakim ber pendapat ber dasarkan Pasal 171
R Bg, Pasal 172 R Bg dan Pasal 175 R Bg. kedua orang saksi
yang di ajuk an Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil
dan mat eril al at bukti saksi, kare nanya akan
dip ertimbangkan | ebih | anjut;

Menimbang, bahwa ol eh karena Pemohon telah mengajukan
2 (dua) orang saksi yang telah nmemenuhi syarat formil dan
materil alat bukti saksi, nmaka Mjelis Hakim ber pendapat
kedua orang saksi yang diajukan Pemohon tersebut diatas
tel ah nencapai batas minimal pembukti an saksi dan
Pemohon tel ah dapat membuktik an dalil -dalil

per mohonannya;

Menimbang, bahwa berdasar kan keterangan 2 (dua) orang
saksi Pemphon yang telah nenerangkan bahwa antara Pemohon
dengan Termohon telah terjadi pertengkaran mulut secara
terus menerus, yang nmana puncak pertengkaran tersebut,
Ter mohon per gi

mening gal kan  Pemohon, pulang ke rumah orang tuanya,
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pUtusanT@?ﬁ’B%ﬁm@?%qua{ao'ngh sejak 6 bulan yang lalu dan

sampai dengan saat ini antara Pemohon dengan Ter nohon

tid ak pernah bersatu kembali, walaupun telah ada upaya dari
pihak keluarga Pemohon dan Termohon wuntuk nendamaik an
Pemohon dengan Ter mohon tetapi antara Pemohon dengan
Ter mohon tid ak ber hasil  bersatu kembali, naka Majelis
Hakim ber pendapat bahwa ant ar a Pemohon dengan Ter mohon tel ah
tid ak ada harapan |agi untuk dapat hidup rukun damai kembali
dal am runah tangga;

Menimbang, bahwa neskipun Termohon telah dipanggil

secara resmi dan patut untuk hadir di per sid angan dan
Maj elis Hakim telah memberi kesempat an kepada Ter mohon
pada seti ap t ahapan per sid angan untuk nembela

kepenting annya sebagaimana ketentuan Pasal 150 R Bg namun
Ter mohon tid ak hadir, dengan demiki an Ter mohon telah tid ak
nmemper gunakan kesempatan untuk membela kepenti ngannya dal am
seti ap tahapan persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim
ber pendapat peneriks aan perkara ini telah dil akukan
sesuai dengan asas audi et alt eram part em;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini tel ah
dit erapkan asas audi et alt eram partem nmaka Mjelis Hakim
ber pendapat berdasar kan asas sederhana, cepat dan biaya
ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang
Undang Nomor 48 Tahun 2009

Tentang Kekuasaan Kehakiman, naka perkara ini telah dapat
diputus di luar hadirnya

Ter mohon (contra dictoir of
tegen spraak);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat
membuktik an dalil -dalil per mohonannya tentang telah terjadi
pertengkaran terus nenerus antara Pemohon dengan Ter mohon
yang dihubungkan dengan kesimpul an Majelis Hakim bahwa
antara Pemohon dengan Ter mohon tel ah tid ak mungkin
hidup rukun | agi dalam rumah tangga, yang dik aitk an
pula dengan tid ak terdapatnya catatan dal am bukti P.1 yang
nenyat akan bahwa antara Pemohon dengan Ter mohon
tel ah per nah bercerai, maka Maj elis Haki m
ber pendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang Undang
Nonmor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompil asi  Hukum | sl am,
nmaka per mohonan Pemohon agar Majelis Hakim nemberi izin
kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap
Termohon di depan sidang Pengadil an Agama Stabat, dapat
dik abulk an ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjel asan pasal demi pasal,

Pasal 49 huruf a

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas
Undang Undang Nomor 7

Tahun 1989 Tentang Peradil an Agama, perkara ini termasuk
dal am bidang per kawinan dan berdasarkan ketentuan Pasal 89
ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradil an
Agame, semua biaya yang timbul dalam perkara dibebankan
kepada Pemohon untuk membayar nya;
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pUtusan'mahkaimaI&Q&lljnﬁ)'ggaltd(1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradil an

Agans;

2. Pasal 2 ayat (4) Undang Undang Nomor 48 Tahun
2009 Tentang

Kekuasaan Kehakiman;

3. Pasal 171 R Bg, Pasal 172 R Bg, Pasal 175 R Bg, Pasal 309
R Bg.;

4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pererint ah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruff Kompil asi Hukum Islam dan Pasal 118
Kompil asi
Hukum | sl am dan segala peraturan yang berkait an dengan
per kara ini;
MENGADI LI
1. Mengabulk an per mohonan Pemohon .
2. Memberi izin kepada Pemohon(Pemohon) wuntuk menjatuhkan
talak satu raj’i
t er hadap Ter mohon (Ter mohon) di depan sid ang Pengadil an Agama
St abat.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar senua biaya
yang timbul dalam perkara ini yang hi ngga saat ini
dihitung sebesar Rp 466.000,- (empat ratus enam puluh

enam ribu rupiah).

Demiki an putus an ini dij atuhk an di Pengadil an
Agama St abat dal am sidang musyawarah Majelis Hakim pada
hari Rabu, tanggal 9 Maret 2011 MI adiyah, bertepatan
dengan tanggal 4 Rabi’ul Akhir 1432 Hijri yah, oleh Kami
Dra.Misn ah, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, Nusri Batubara
, S.Ag, SH dan Husni, SH masin g- masi ng sebagai  Hakim

Anggota Majelis, putusan nmana pada hari itu juga diucapkan

dal am sid ang terbuka untuk umum, ol eh Dra .Misn ah, SH
sebagai Hakim Ketua Maj elis, dengan dihadiri Nusr i
Batubara, S.Ag, SH dan Husni, SH masi ng- masing sebagai

Hakim Anggota Majelis, dibantu Khai r uddin, SHI  sebagai
Panit era Pengganti dengan dihadiri Kuasa Pemohon dilu ar

hadi rnya Ter mohon.

Hakim Ketua
Maj elis,

Dra. Misnah,
SH.
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pUtUSa”-m@h%am@%@Q%j%gQ-id Hakim Anggot a

Maj elis,
Nusri Batubara, S.Ag, SH Husni, SH.
Panit er a
Pengganti,
Khai r uddin,
SHI .
Rincian Biaya Perkara:
1 Biaya Rp 30.00
2 Biaya ATK Rp 50.00
3 Biaya Rp 375.00
4 Hak Redaksi Rp 5.000
5 Meterai Rp 6.000
Juml ah Rp
466.000, -

( empat ratus enam puluh enam
ribu rupi ah )
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